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ABSTRAK 

 

PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, PDRB PER KAPITA DAN 

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  

SUMATERA SELATAN 

 

Oleh : 

Preti Tamara; Didik Susetyo; Anna Yulianita 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 

variabel Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor 

terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Unit Pelaksanaan 

Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan 

Pusat Statistik (BPS) periode 2000-2019. Metode yang digunakan dalam analisis  

ini adalah Analisis Regresi Berganda menggunakan data time series. Berdasarkan 

hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kepadatan Penduduk, 

PDRB per kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi secara parsial 

Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PKB.  

 

Kata kunci : Kepadatan Penduduk, PDRB per kapita, Jumlah Kendaraan 

Bermotor, PKB 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF POPULATION DENSITY, PDRB PER CAPITA  AND 

NUMBER OF MOTOR VEHICLES ON MOTOR VEHICLE TAX 

RECEIVING IN THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA 

 

By : 

Preti Tamara; Didik Susetyo; Anna Yulianita 

 

This study aims to analyze and determine the effect of Population Density, PDRB 

Per Capita and Number of Motorized Vehicles on Motor Vehicle Tax Revenue in 

South Sumatra Province. The data used is secondary data obtained from the 

Technical Implementation Unit of the Regional Revenue Agency (UPTB) of South 

Sumatra Province and the Badan Pusat Statistik (BPS) for the period 2000-2019. 

The method used in this analysis is Multiple Regression Analysis using time series 

data. Based on the results of the analysis, it can be concluded that simultaneously 

Population Density, PDRB per capita and Number of Motorized Vehicles have a 

significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue (PKB), but partially Population 

Density has no effect on PKB Revenue. 

 

Keywords: Population Density, PDRB per capita, Number of Motorized 

Vehicles, PKB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar 

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai 

pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk 

pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara 

yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat 

meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Pajak menjadi prioritas 

utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding 

dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya (Utami, 2014). 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yaitu Pajak didefinisikan sebagai kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Komponen penyumbang pajak terbesar Pendapatan Asli Negara pada bulan 

Agustus tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 676,9 Triliun atau 56 persen pada 

target penerimaan pajak, maka pajak pada bulan Agustus akhir penerimaan pajak 

mengalami kontraksi 15,6 persen dalam komponen ini realisasi Pendapatan Pajak 



 
 

 

Negara masih terus mengalami kontraksi, dimana pertumbuhan pajak negatif 

dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya keterlambatan kegiatan ekonomi 

fiskal (Kemenkeu.go.id). 

Pajak Provinsi bersifat limitatif yang mengandung arti bahwa Pajak Provinsi 

tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat 

menambah retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi 

terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas 

sehingga hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat 

lintas daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya Provinsi dapat memungut 

jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut secara intensif jika dipandang hasilnya 

kurang memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

(Susetyo, 2009). 

Kewenangan hak dan tanggung jawab daerah telah dijelaskan dalam 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok yang 

memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus menetapkan pengaturan 

untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

Menurut Eko (2019) jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak 



 
 

 

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota, diatur mengenai jenis Pajak 

Provinsi yaitu sebagai berikut :  

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan, dan 

5. Pajak Rokok 

Tujuan perpajakan adalah sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal lain 

sebagaimana diuraikan dimuka. Akan tetapi masalahnya ialah bagaimana 

merancang suatu struktur perpajakan yang membantu tercapainya tujuan-tujuan 

tersebut. Di negara terbelakang dasar perpajakan boleh dikata lemah. Oleh karena 

itu di dalam menentukan pilihan di antara berbagai macam dan jenis pajak negara 

harus mempertimbangkan disamping tujuan-tujuan di atas, masalah-masalah 

seperti kemampuan administrasi untuk mengenakan pajak dan mengumpulkannya 

secara jujur dan efisien, dan dampak kenaikan pajak pada struktur politik dan sosial 

negara (Jhingan, 2014). 

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat 

seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan dilakukan 

bersama oleh Kepala Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan, 

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Komdak Sumatera Selatan dan Kepala Perum 



 
 

 

Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang dengan Sistem Administrasi Manunggal 

di Bawah Satu Atap (Samsat) (Sari, 2005). 

Penopang perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2015 mempunyai nilai PDRB sebesar Rp 21,83 Triliun dan menjadi Rp 29,15 

Triliun pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi disuatu wilayah. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berguna untuk indikator ekonomi memuat 

berbagai unsur lainnya. Menurut Penelitiah yag dilakukan oleh Puspita (2013) 

menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifkan terhadap Pajak 

Kendaraan Bermotor, apabila seluruh jenis usaha meningkat, berarti daya beli 

masyarakat dan ekonomi daerah itu juga akan meningkat. 

Pajak kendaraan bermotor besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor 

diantaranya adalah kepadatan penduduk, PDRB per kapita dan jumlah kendaraan 

bermotor itu sendiri, jumlah penduduk (Prawita, 2017) dan secara teoritis, besarnya 

penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan PDRB Per Kapita. 

Dengan tingginya jumlah penduduk dan semakin tingginya PDRB Per Kapita 

menyebabkan semakin meningkatnya daya beli masyarakat pada kendaraan 

bermotor sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan 

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka semakin meningkat pula sektor 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  (Ariansi, 2013). 

 

 

 



 
 

 

Tabel 1.1 Jumlah Kepadatan Penduduk, PDRB Perkapita dan Jumlah 

Kendaraan Bermotor 

Tahun 

Kepadatan 

Penduduk 

(Km2) 

PDRB Per Kapita 

ADHK 

Jumlah Kendaraan 

Bermotor Menurut Jenis 

Kendaraan (Unit) 

2014 87 30.636,27 1.919.996 

2015 88 31.549,30 1.307.725 

2016 89 32.699,50 1.482.625 

2017 90 34.059,71 1.145.992 

2018 91 35.659,82 1.204.506 

2019 92 37.243,07 1.177.213 

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014 – 2019  

Jika dilihat dari data Tabel 1.1 di atas menujukkan bahwa jumlah Kepadatan 

Penduduk dan PDRB Per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan disetiap tahunnya 

terus mengalami peningkatan, tetapi tidak dengan jumlah kendaraan bermotor, 

dimana pada tahun 2014 dan 2016 merupakan data tertinggi pada 6 tahun terakhir, 

dan ditahun lainnya cenderung mengalami fluktusi.. 

Bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariansi (2013) yang 

menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan 

jumlah kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula penerimaan pajak 

kendaraan bermotor.   

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014 - 2019 

(Dalam Rupiah) 

No Tahun 
Pajak Kendaraan 

Bermotor 

1 2014 663.903.700.000 

2 2015 814.363.152.908 

3 2016 777.486.400.742 

4 2017 1.098.985.858.854 

5 2018 884.985.858.854 

6 2019 905.093.000.000 

Sumber:  Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan  

 



 
 

 

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 menunjukan bahwa data di atas selama 6 tahun 

terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada tahun 2017 merupakan data 

tertinggi yaitu sebesar Rp 1.098.985.858.854 dari tahun lainya sedangan pada tahun 

2018 dan 2019 mempunyai data penerimaan yang menurun. Ada banyak hal yang 

menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun. Jika dibandingkan 

dengan teori, adanya perbandingan terbalik antara data jumlah kendaraan bermotor 

terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana dari Tabel 1.1 

menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tertinggi adalah pada tahun 2014 

dan 2016, sedangkan pada Tabel 1.2 penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 

yang sama yakni pada tahun 2014 dan 2016 cenderung mengalami penurunan, di 

mana yang seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 

lebih tinggi dari 2016. 

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara data dan teori 

tidak sama dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan. Di mana dalam penelitian yang dilakukkan ariansi (2013), 

menyatakan bahwa jika data jumlah kendaraan bermotor meningkat maka 

meningkat pula penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka  dari itu penelitian ini 

ingin membuktikan bagaimana pengaruh perkembangan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, dengan melihat perubahan penerimaan 

PKB terhadap perubahan Kepadatan Penduduk, Produk Domestik Bruto (PDRB) 

Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Jika terjadi peningkatan PKB maka 

kesejahteraan masyarakat meningkat pula serta kemampuan daya beli masyarakat 

untuk membeli kendaraan bermotor juga meningkat, yang berarti peningkatan 



 
 

 

jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pajak kendaraan 

bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa bagaimana Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan 

Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Perkapita, dan Jumlah 

Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 

Provinsi Sumatera Selatan Selama Tahun 2000 - 2019. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kepadatan 

Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2000 - 2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat dan mengetahui Penerimaaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan menjadi acuan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. 



 
 

 

b. Memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja Keuangan 

Perpajakan Kendaraan Bermotor terhadap tingkat Jumlah Kendaraan 

Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. 

c. Memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja 

meningkatnya Jumlah Kepadatan Penduduk terhadap Pajak Kendaraan 

Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dalam pengetahuan 

pada tingkat kepadatan penduduk di daerah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak daerah. 

b. Berdasarkan hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan 

referensi pada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

c. Dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pengaruh Kepadatan 

Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu Daerah.  
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